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Bagian Keenam

Pembangunan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

(1)

(2)

Pasal 58

Pembangunan Industri Pariwisaia wajib menjaga
kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Industri Pariwisata yang dapat menimbulkan
pencemaran lingkungan wajib melaksanakan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

a.
b.

pembangunan organisasi Kepariwisataan; dan
pembangunan sumber dava manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan organisasi
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 huruf a, meliputi:

a.

b.

d.

(1)

(2)

restrukturisasi dan reposisi organisasi
Kepariwisataan di Daerah;

optimalisasi koordinasi antar dinas dengan
Kecamatan;

optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan
masyarakat di Daerah; dan

optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara
Pemerintah Daerah, swasta dan masvarakat.

Pasal 61

Strategi  untuk restrukturisasi dan reposisi
organisasi Kepanwisataan di Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilaksanakan
melalui reposisi urusan Pariwisata di linglkungan
Pemerintah Daerah.

Strategi  untulk optimalisasi koordinasi antar
dinas dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf b, dilaksanakan melalui
perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.



{3}

(4)

- 27 -

Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisataan
swasta dan masvarakat schagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf ¢, dengan cara;:

a. menguatkan peran serta swasta dalam
meningkatkan akselerasi pembangunan
Keparniwisataan melalui kemitraan swasta dan
Pemerintah Daerah; dan _

b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi
masyarakat di bidang Pariwisala.'

Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha

Pariwisata antara Pemerintah Dacrah, swasta dan

masyarakat secbagaimana dimaksud dalam Pasal

60 huruf d, dengan cara: _

a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah
Daerah, swasta, dan masyarakat; dan

b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan
masyarakat.,

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia
Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
huruf b, meliputi:

da.

b.

optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber
dava manusia Pemerintah Daerah;

akselerasi kualitas mstitusi pendidikan
Kepariwisataan:

standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk optimalisasi dan akseleras;

kKompetensi sumber daya manusia Pemerintah

Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62

hurufa, dengan cara:

a. optimalisasi kapasitas sumber daya
manusia di Daerah; dan

b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi
di bidang Pariwisata.

Strategi untuk akselerasi kualitas institusi

pgndidilcan Kepariwisataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasa] 62 huruf b, dengan cara:

4. penguatan institysi pendidikan Pariwisata: dan

b. pengembangan kerjasama antara institusi
pendidikan dan industy Pariwisata,

Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga

pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 62

huraf ¢, dengan cara:

a. sertifikasi profesi tenaga pendidik. guru atan
dosen; dan
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h. askselerasi kualitas pendidik Keparnwisataan.

Strategi untulk optimalisasi kuantitas sumber

daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 huruf d, dengan cara:

a. perancangan jangka panjang kcbutuhan
sumber daya manusia Pariwisata;

b. pemetaan dan pengadaan sumber dava
manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan

c. sertifikasi profesi di hidang Kepariwisataan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN

{1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 64

Rincian indikasi program pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas dalam

jangka waktu 2018-2033 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri alas:

a. rincian indikasi program pembangunan fisik
Kepariwisataan Kabupaten dalam jangka
waktu 2018-2033;

b. rincian indikasi program pembangunan
destinasi Kepariwisataan Kabupaten dalam
jangka waktu 2018-2033;

c. rincian indikasi program pembangunan
Pemasaran Kepariwisataan Kabupaten dalam
jangka waktu 2018-2033;

d. rincian indikasi program pembangunan sumber
daya manusia Kepariwisataan Kabupaten dalam
jangka waktu 2018-2033; dan

e. rincian indikasi program pembangunan
Kelembagaan  Kepariwisataan Kabupaten
dalam jangka waktu 2018-2033.

Rincian indikasi program pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten dalam jangka waktu

2018-2033 sebagaimana dimaksud pada avat (1)

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daeral ini.

Indikasi program pembangunan Kepanwisataan

Kabupaten sebagaiinana dimaksud pada avat {1}

dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana

pembangunan jangka menengah Daerah.

Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten scbagaimana dimaksud

pgda ayat (1), penanggungjawab didukung oleh

dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah

Kecamatan.

Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan

Kepariwisataankabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat didukune nleh dinia neaha dan

masyarakat.
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BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 65

{1} Pemcrintah Kabupaten melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
(2} Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan dengan cara:
a. koordinasi  lintas scktor dan lintas pemangku
kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
. pendataan dan inventarisasi potensi dan
permasalahan di Iidang Kepariwisataan yang
mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran
Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan
Suinber Daya Manusia Kepariwisataan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 66

Pengelolaan aset Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah
ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd

ARTON S. DOHONG
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Mei 2018

Balinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH RIVPALA BAGIAN 1TUKUM,
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

NIF 961110 199203 | 013
YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 254

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 5, 25/2018.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR % TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033

UMUM

Kegiatan Pariwisata merupalan salah satu sektor yang sangat
berperan dalamproses pembangunan dan pengembangan wilayah
yaitit dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah
maupun bagi masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tambahan
pendapatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
di wilavahnya. Pariwisata seringlcali dipersepsikan sebagai mesin
ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi. Namun
demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki  spektrum
fundamental pembangunan vang lebih luas bagi suatu Negara.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan penvelenggaraan Pariwisata yang artinva semua kegiatan
dan urusan yvang ada kaitannva dengan perencanaan, pengaturan,
pelaksanaan, pengawasan Pariwisata Dbaik yang dilakukan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyaralkat.
Pengembangan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas
manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,
kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis,
kesetaraan dan kesatuan.

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Gunung Mas
merupakan bagian integral dar1 pembangunan daerah serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan
Kepariwisataan Nasional. Sumber-sumber potensi Kepariwisataan
bailc yang berupa Daya Tarik Wisata, kckayaan alam, budaya,
Fasihtas Pariwisata, Industri Jasa Pariwisata dan lainnva
merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisataan
Daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk
meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan
kemakmuran rakyvat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan
kerja, mendorong pembangunan Daerah serta memupuk rasa
cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang Kepariwistaan
vang optimal, diperlukan adanya visi, misi vang jelas sebagai dasar
acuan bagi penvusunan Kkebijaksanaan dan strategi, disamping
adanva koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah perlu tetap melestarikan
lingkungan, nilai-nilai budava dan mendorong upava peningkatan
kualitas lingkungan hidup, memperkukuh jati din, serta telap
memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan.
Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-iuasnva memiliki
peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
Kepaniwisataan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabunaten Gunune Mas
Tahun 2018-2033 dengan Peraturan Daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 )
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a
Penetapan  perwilayahan  DPK  merupakan
penjabaran kebijakan Pemerintah Pusat di
Daerah dan potensi internal Daerah vang
memiliki  karakter dan tema produk wisata
dominan dan melckat sebagai pencitraan kawan
tersebut.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Pasal 9
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
DPK terdiri atas DPK Wilayah Utara, DPK
Wilayah Timur dan DPK Wilavah Barat.
Hurul b
20 (Dua Puluh) KSPK tersebut terdiri dari:
a. DPK Wilayah Utara, meliputi: Betang
Damang Batu, Betang SingaKenting,
Betang Jaga Kamis, Riam Hiran,Riam
Bambu Riang, Puruk Sandukui, Bukit
KReminting, Kaleka Tumbang Dangoi
(areal Mancing Mania);
b. DPK Wilavah Timur, melipuli: Puruk
Batu Suli, Situs Amai Rawang. Situs
Tamun Bungai, Bendungan Sckata, Air
Terjun Bawin Kameloh, Bendungan
Sckata Jun, Situs Sejarah Batu
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manusia, contoh: Mandau, Garantung,

dan sebagainva;

b) bangunan cagar budava adalah
susunan binaan vang terbuat dari
benda alam atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang
berdinding dan/atau tidak berdinding,
dan beratap;

c) struktur cagar budayva adalah susunan
binaan vang terbuat dari benda alam
dan/atau benda buatan manusia untuk
memenuhi kebutuhan ruang kegiatan
yang menyatu dengan alam, sarana, dan
prasarana untuk menampung kebutuhan
manusia,;

situs cagar budaya acdalah lokasi yang

berada di darat dan/atau di air yang

mengandung benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya, dan/atau
struktur cagar budayva sebagai hasil
kegiatan manusia atau bukti kejadian
pada masa lalu; dan
e) kawasan cagar budaya adalah satuan
ruang geogralis vang memiliki 2 (dua)
situs cagar budaya atau lebih yang
letaknva berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yvang khas,

2. perkampungan tradisional dengan adat
dan tradisi budaya masvarakat vang khas;
atau

3. Museum, contoh: Museum Balanga,
Museum Kayu dan sebagainya.

b. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud
intangible}, antara lain:

1. kehidupan adat dan (radisi masyarakat
dan aktifitas budaya masyarakat vang
khas di suatu area/tempat, contoh: Wara,
Balian, Tiwah dan sebagainva.

2. kesenian, contoh: Tari Giring-Giring, Tari
Mandau, dan sebagainya.

d

—

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata
hasil buatan manusia” adalah Dayva Tarik
Wisata khusus yvang merupakan kreasi artifisial
(artificially  created) dan kegiatan-kegiatan
manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan
Wisata budaya. Dava Tarik Wisata hasil buatan
manusia/khusus, selanjutnva dapat dijabarkan
sebagai berikut:

a. fasilitas  rekreasi dan hiburan/taman
bertema, vaitu fasilitas yang berhubungan
dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan
(entertainment] maupun penvaiuran hobi,



Avat (2)
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contoh: taman bertema (themepark)/taman
hiburan air (waterpark).

bb. fasilitas rekreasi dan olahraga. Jems Daya
Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan
lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau
kategori kegiatan Wisata, antara lain:

1. Wisata agro (farm tourism};

2. Wisata kreatif (creative tourismy),

3. Wisata kapal pesiar {cruise tounrismy),

4, Wisata petualangan {adventure tourism);
5. Wisata kuliner (culinary tourismj,

6. Wisata budava (cultural tourism),

7. Wisata sejarah {heritage tourismy;

8. Wisata ekologi (ecotourism/ wildtourism);
9. Wisata pendidikan (educational tourism);

10. Wisata massal (mass fourism);

11. Wisata pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi  dan pameran  (meeting,
incentive, convention, and exhibition
tourtsmy;

12. Wisata kesehatan (medical  tourism/
wellness tourismy;

13. Wisata alam(nature-based tourismj;

14. Wisata religi (religious tourism/pilgrimage
tountsmy,

15. Wisata Dbudaya kekinian (pop -culture
tourismy;

16. Wisata Desa {rural tourismy);

17. Wisata olah raga (sport tourism),

18, Wisata kota (urbantourism); atau

19. Wisata relawan (volurnteer fourism).

Huruf a
Yang dimaksud dengan “perintisan
pengembangan Dava Tartk Wisata”
adalah upaya pengembangan vang
dilakukan dengan membuka dan
membangun Dava Tarnk Wisata baru
di Destinasi Pariwisala vang belum
berkembang Kepariwisataannva, dalam
rangka mengembangkan peluang pasar
yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan
Dava Tarik Wisata” adalah upayva
pengembangan vang dilakukan dengan
meningkatkan kualitas Daya Tarik
Wisata yang sudah ada dalam upaya
meningkatkan minat, lovalitas segmen
pasar vang sudah ada dan memperluas
cakupan wilayah Dava Tarik Wisata
vang sudah ada alau pengembangan
ke lokasi baru berdasar pada inti
{nucleus) yang sa
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Hurul ¢
Yang dimaksud dengan “peningkatan
pemantapan Dava Tarik Wisata”
adalah upaya pengembangan vang
dilakukan dengan menciptakan Daya
Tarik Wisata baru yang memiliki jenis
berbeda dalam upaya menangkap
peluang pasar baru.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “revitalisasi
Daya Tarik Wisata” adalah upaya
pengembangan yang ditakukan
dengan  perbaikan kondisi dan
kualitas Dava Tarik Wisata yang ada
yang mengalami degradasi  dalam
upaya menjaga keberlanjutan dan
meningkatkan kualitas serta daya
saing dan daya tarik untuk menarik
pangsa pasar vang sudah ada
maupun peluang pasar Wisata baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan “insentif’ adalah kemudahan
yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa
keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun
pengurusan investasi.
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Pasal 26
Yang dimaksud dengan “disinsentil” adalah pengurangan
kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada
investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas
pendukung.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan “citra pariwisata® adalah
pencitraan pariwisata yvang berisikan pada pencitraan
Kabupaten.
Pasal 34
Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal”
acdalah jenis Wisatawan vang datang secara rombongan
dalam kelompok-kelompolt vang biasanya memiliki lama
tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “scgmen ceruk pasar’ adalah jenis
Wisatawan yang dating secara individu atau kelompok kecil
vang berkunjung karena minat khusus dan biasanva
memiliki lama tinggal relatil panjang.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jeias.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 443
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.



Pasal 46
Cukup jelas,
Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Huruf a

Yang

maupun

Iuruf b

dimaksud Organisasi
adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah
vang berhubungan dengan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

swasta

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Avat (1)

Kepariwisataan

Avat (2)
Aval (3)

Avat {4)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Hurufa
Culup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf ¢
Yang dimaksud dengan sertifikasi
profesi bidang Kepariwisataan adalah
sertifikasi profesi ch bidang
Kepariwisataan sesual dengan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 2%.4







































